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RINGKASAN

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA

Oleh :
Gilang Fitri Hermawan,! Rahmida Erliyani?, Nurunnisa®

Implikasi pembatalan perkawinan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum
terutama apabila para pihak menuntut bagian harta benda perkawinan yang telah
terbentuk. Apabila sebelum terjadinya pembatalan perkawinan, tidak terdapat
perjanjian kawin pisah harta dan harta bersama telah terbentuk, hal ini mengakibatkan
harta benda yang tergabung tersebut harus dibagi secara adil dan melindungi hak-hak
para pihak. Selain itu jika terjadi perselisihan atau sengketa, pada saat ini hanya dapat
diselesaikan secara musyawarah saja. Pentingnya aturan yang mengatur pembagian
harta bersama setelah pembatalan perkawinan untuk kehidupan bermasyarakat yang
tentram.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum tentang
penyelesaian pembagian harta bersama setelah adanya pembatalan perkawinan serta
menganalisa implikasi hukum pembatalan perkawinan terhadap penyelesaian
pembagian harta bersama, sejauh mana pembagian harta bersama dalam hal terjadi
pembatalan perkawinan diatur. Karena terjadinya kekosongan hukum tentang
pembagian harta bersama setelah pembatalan perkawinan, aturan hukum nasional perlu
mengatur hal tersebut agar tidak terjadi konflik dalam masyarakat pada masa yang akan
datang.

Pengaturan hukum tentang penyelesaian pembagian harta bersama setelah
adanya pembatalan perkawinan dalam hukum Indonesia, baik pada Undang-Undang
perkawinan maupun Undang-Undang atau peraturan hukum lainnya tidak diatur, hal
ini menimbulkan kekosongan hukum. Implikasi hukum pembatalan perkawinan
terhadap penyelesaian pembagian harta bersama adalah menimbulkan ketidakjelasan
terhadap pembagian harta bersama itu sendiri, seperti apa harta tersebut harus dibagi,
tidak ada kepastiannya secara hukum. Tetapi untuk pembagian harta bersama mengenai
perceraian diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, secara analogi
ketentuan ini juga bisa diterapkan dalam penyelesaian pembagian harta bersama
setelah adanya pembatalan perkawinan.

1NPM : 2120216310025
2 pembimbing Utama
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LEGAL CONSEQUENCE OF MARRIAGE NULLIFICATION UPON
DIVISION OF MARITAL PROPERTY

By
Gilang Fitri Hermawan !, Rahmida Erliyani 2, Nurunnisa?
Master of Notarial Studies Program, Lambung Mangkurat University

ABSTRACT
Keywords: Marriage Nullification, Marital Property

Abolition of a marriage because of marriage nullification and division of marital
property which must be conducted as a consequence of marriage nullification
becomes one of the matters which must be regulated expressly ny the State, but in
Indonesia it has not been concretely regulated, so it brings about vacuum of law.
This research is aimed at studying how the law regulates the settlement of division
of marital property division of marital property after the existence of the marriage
nullification and to study how the legal consequence of marriage nullification upon
marital property marital property according to Act Number 1 of 1974 concerning
Marriage, Civil Code, Compilation of Islamic Law and Customary Law. This is
normative legal research, the characteristic of the research is prescriptive, namely
to answer the legal issues by describing, studying, and explaining precisely, and
analiyzing the prevailing legislation as well as doctrines, with the objective to get
answers to the subject matter being studied. The results of the research are firstly,
the legal regulations concerning the settlement of division of marital property
division of marital property after the existence of the marriage nullification in
Indonesia law cannot be found in Marriage Act and other Acts and it is not regulated
in other legal regulations, this matter arises vacuum of law. Secondly, the legal
consequence of marriage nullification upon marital property, it has brought about
vagueness on the division of marital property itself, how the said property will be
divided, there is no legal ceertainty. But for the division of marital property as a
consequence of a divorce, it has been regulated in Article 37 of Marriage Act.
Analogically, this provision can also be applied for the settlement of the division
of marital property after there is a marriage nullification.
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